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Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah ada sebelumnya dan memiliki objek atau topik yang sama atau relevan dengan yang diteliti oleh penulis saat ini. Penelitian terdahulu memungkinkan penulis untuk membandingkan atau melihat sudut pandang yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis memaparkan sepuluh penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu kaitannya dengan topik Implementasi Sistem Rekam Medis Elektronik (RME) dalam meningkatkan pelayanan di Puskesmas Tanjung Kabupaten Tabalong. Peneliti memetakan beberapa penelitian terdahulu tersebut berdasarkan topik dan permasalahaan penelitian, konsep dan teori, metodologi dan hasil penelitian.
1. Hasil penelitian yang dilakukan (Putri, 2024) penelitian ini adalah untuk menentukan dampak implementasi EMR pada layanan kesehatan termasuk tantangan yang dihadapi selama implementasinya. Metodologi penelitian akan menggunakan tinjauan literatur sistematis dengan menganalisis makalah dari lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RME berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, kepuasan pasien, mengurangi kesalahan medis, dan meningkatkan koordinasi antar profesional kesehatan. Namun, penerapan RME bukannya tanpa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, hambatan terhadap perubahan, dan masalah keamanan data pasien.
2. Hasil dari penelitian oleh (Sukarmi, 2025) ini menunjukkan bahwa penerapan RME memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan pasien, khususnya pada aspek kemudahan akses, kecepatan pelayanan, serta keamanan data medis. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala teknis seperti gangguan jaringan dan keterbatasan infrastruktur yang berpotensi memengaruhi kepuasan pasien secara tidak langsung.
3. Berdasarkan hasil penelitian oleh (Agustina, 2024) sudah bisa dikatakan efektif, hal ini sejalan dengan penerapan RME di puskesmas sumurbandung yang mengikuti aturan dari pemerintah terkait. Salah satu aturan yang dijalankan oleh puskesmas sumurbandung adalah dengan menerapakan RME sebelum tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan peraturan pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
 Selain itu, aturan yang digunakan juga berasal dari pihak ketiga dalam penerapan RME di puskesmas sumurbandung yaitu mengenai alur pelayanan yang diberikan dan tata kelola RME di puskesmas sumurbandung. Aturan lain berasal dari pihak pemberi peraturan tentang penerapan RME itu sendiri yaitu mengenai cara pihak fasilitas pelayanan kesehatan dalam menjaga kerahasiaan pasien. Penerapan RME di puskesmas sumurbandung juga dilakukan dalam rangka menjaga keamanan, perlindungan dan kerahasiaan data RME itu sendiri. Petugas diberikan akses dalam menerapkan RME dimana ada tiga akses yang diberikan yaitu berupa akses penginputan perbaikan dan melihat data. Walaupun semua petugas diberikan akses untuk mengoperasikan RME ini, pihak puskesmas tetap berkomitmen menjaga kerahasiaan data pasien. Dalam hal ini puskesmas sumurbandung sudah menjalankan peraturan tersebut dengan mematuhi peraturan tentang privasi dan kerahasiaan data pasien dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam penerapan RME ini petugas puskesmas sumurbandung mengatakanbahwa semua petugas mempunyai Username dan Password masing- masing sehingga tidak memungkinkan RME bisa diakses oleh sembarang orang.
4.  Berdasarkan hasil penelitian oleh (Meylani, 2025) yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa jaringan internet di Puskesmas Toto Utara masih belum cukup stabil, karena adanya gangguan sistem dan jaringan yang masih sering terjadi dalam penggunaan rekam medis elektronik sehingga menyebabkan sistem menjadi lambat/loading. Sedangkan ketersediaan sarana dan prasarana masih kurang memadai untuk mendukung implementasi rekam medis elektronik.
5. Penelitian oleh (Irmadewi, 2025) menunjukkan bahwa Dengan berkembangnya rekam medis elektronik, rekam medis elektronik menjadi pusat informasi dari sistem informasi puskesmas itu sendiri atau jantungnya informasi. Pertimbangan untuk memakai suatu sistem tersebut dilihat dari keadaan puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan sangat penting guna memberikan pelayanan yang baik dan cepat kepada pasien, serta mengefisienkan pelayanan bagi petugas kesehatan agar lebih memudahkan dan meminimalisir kesalahan dari pekerjaannya. Pengisian rekam medis elektronik belum sesuai dengan ketepatan waktu sistem rekam medis yang memerlukan ketelitian dan kecermatan untuk mencapai hasil yang maksimal. Keterlambatan dalam pengisian rekam medis elektronik bisa dikarenakan ketersediaan jaringan internet yang masih kurang memadai, kurangnya fasilitas sarana pendukung komputer di beberapa ruangan dan kurangnya keterampilan petugas dalam menggunakan komputer maupun laptop serta terbatasnya jumlah petugas saat pelayanan dengan jumlah pasien yang banyak dalam sehari kunjungan menjadi beban kerja berlebih.
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai Rekam Medis Elektronik (RME) umumnya berfokus pada aspek efektivitas sistem, kualitas pelayanan, kepuasan pasien, ketepatan pengisian rekam medis, serta kendala teknis dan infrastruktur dalam penerapannya di puskesmas. Sebagian penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh RME terhadap kepuasan pasien, sementara penelitian lainnya menggunakan tinjauan literatur atau analisis efektivitas berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung menitikberatkan pada sudut pandang tenaga kesehatan dan sistem, serta belum mengkaji secara komprehensif implementasi RME dengan melibatkan berbagai pihak secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena mengkaji implementasi Sistem Rekam Medis Elektronik (RME) dalam meningkatkan pelayanan di Puskesmas Tanjung Kabupaten Tabalong dengan melibatkan staf administrasi pendaftaran, tenaga kesehatan, serta pasien/masyarakat sebagai subjek penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dampak, proses, dan kendala implementasi RME dalam pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas.
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Landasan teori merupakan bagian penting dalam suatu penelitian karena berfungsi sebagai dasar konseptual dan juga kerangka berfikir dalam menganalisis suatu penelitian. Melalui landasan teori ini, peneliti menyajikan beberapa konsep, definisi, dan teori yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai landasan pemahaman dan penguat argumentasi ilmiah.
1. Pengertian Administrasi Publik
Administrasi publik adalah bagian dari administrasi umum yang memiliki jangkauan lebih luas yang mencakup mempelajari ilmu pengetahuan mengenai lembaga terkecil seperti keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakkan dan dijalankan (Dimock, 1983). Publik yang dimaksud pada administrasi publik tidak hanya menyangkut masyarakat saja, melainkan dapat diartikan menjadi sekelompok manusia yang diikat oleh rangsangan terhadap sesuatu, termasuk negara.
a. (Pasolong, 2017) menjelaskan bahwa secara konseptual, administrasi publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional. Dengan kata lain administrasi publik tidak hanya menyangkut persoalan administrasi saja, akan tetapi juga berbagai aspek lain dari kebutuhan kebijaksanaan suatu lembaga publik seperti negara. Dalam praktiknya, administrasi memang sejatinya dapat dikatakan pula sebagai ilmu kenegaraan, pemerintahan, atau administrasi negara. Administrasi publik sebagai penentu kebijaksanaan suatu negara merupakan bagian dari ilmu politik. Dengan demikian, administrasi publik merupakan ilmu multidisipliner yang menyangkut pengetahuan tentang administrasi umum dan berbagai persoalan administrasi publik yang timbul dalam politik.
b. Henry dalam (Pasolong, 2017) yang menyatakan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.
c. (Dimock, 1983) juga menambahkan bahwa administrasi publik merupakan sebuah ilmu yang mempelajari apa yang diinginkan oleh rakyat melalui pemerintah serta cara mereka memperoleh hal tersebut. Dengan demikian administrasi publik tidak hanya datang dari atas ke bawah, melainkan dari bawah ke atas juga.
2. Pelayanan Publik
Istilah pelayanan publik (public service) di Indonesia seringkali disamakan dengan pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dimana dikatakan bahwa ada empat unsur dalam pelayanan publik, (Bharata, 2004) yaitu : Penyedia layanan, Penerima layanan, Jenis layanan, Kepuasan pelanggan. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI, 1998) memberi definisi bahwa pelayan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan /atau jasa, dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. 
Departemen  Dalam Negeri (2004) memberi batasan bahwa pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa. Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan. Dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah bentuk usaha sadar dari penyelenggara negara kepada masyarakat berupa barang dan/ atau jasa guna pemenuhan kebutuhan masyarakat, karena itu merupakan hak dari setiap warga negara karena dijamin oleh undang undang dan kepada pelayan publik wajib untuk melakukannya.
a. Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/kota yang bertanggung jawab terhadap kesehatan di wilayah kerjannya dan dikenal sebagai tempat pelayanan primer. Puskesmas berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kemauan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Upaya kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas terdiri dari Upaya Kesehatan Wajib dan Upaya Kesehatan Pengembangan. 
Upaya Kesehatan Wajib memberikan daya ungkit yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta merupakan kesepakatan global maupun nasional. Upaya Kesehatan Wajib terdiri dari promosi kesehatan ibu anak (KIA), keluarga berencana (KB), kesehatan lingkungan dan lain-lain. Sedangkan, Upaya Kesehatan Pengembangan adalah upaya kesehatan yang telah ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan masyarakat setempat dan disesuaikan dengan kemampuan puskesmas antara lain upaya kesehatan gigi dan mulut, upaya kesehatan jiwa, upaya kesehatan mata, pembinaan pengobatan tradisional, dan perawatan kesehatan masyarakat.
Pelayanan kesehatan merupakan suatu aktivitas yang bersifat tidak kasat mata, yang terjadi akibat interaksi antara konsumen dengan karyawan. Setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memeliahara dan meningkatan kesehatan lalu mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan masyarakat.
b. Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama - sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan tersebut. 
Menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah: “Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar Webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Wahab, 1997) Jadi sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang–undang, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Adapun menurut beberapa ahli pengertian implementasi kebijakan sebagai berikut :
1) (Wahab, 1997) mendefinisikan implementasi kebijakan secara umum yaitu: “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu- individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. 
2) (Jones, 1987) implementasi adalah ; Those activities directed toward putting a program unto effect (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya).
3) Sedangkan (Mazmanian, 1993) Implementation is the carrying out of basic policy decision usually incorporated in a statue but which can also take the form of important executive orders or court decisions (implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan.
4) (Mazmanian, 1993) menyatakan bahwa fokus perhatian dalam implementasi yaitu memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku, diantaranya adalah kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan yang mencakup usaha mengadministrasikan maupun usaha menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat.
5) Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan (Van Meter, 1975) 
6) (Grindle, 1980) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (policy stakeholders).
3. Rekam Medis Elektronik (RME)
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan semakin mengalami peningkatan. Pemerintah telah melakukan transformasi digital dibidang kesehatan salah satunya adalah pengembangan dan penerapan rekam medis elektronik (RME). Rekam medis elektronik merupakan rekam medis yang dibuat menggunakan sistem elektronik yang digunakan untuk penyelenggaraan rekam medis (Permenkes No 24, 2022). 
Menurut (Handiwidjojo, 2009), rekam medis elektronik adalah penggunaan seperangkat teknologi informasi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah dan mengakses data yang tersimpan dalam rekam medis pasien di Rumah Sakit yang berada pada sistem manajemen basis data dari berbagai sumber medis. 
Tantangan rekam medis penerapan rekam medis elektronik di Indonesia adalah banyak perekam medis dan nakes lain yang berpersepsi bahwa rekam medis elektronik akan menggantikan profesi mereka. Selain itu banyak masyarakat beranggapan bahwa rekam medis elektronik tidak memiliki payung hukum yang jelas sehingga tidak ada jaminan privasi, keamanan dan kerahasiaan datanya. Kemudian aspek finansial menjadi salah satu penghambat, karena rekam medis elektronik membutuhkan biaya yang cukup besar dalam penerapannya. 
Manfaat rekam medis elektronik secara umum adalah dapat meningkatkan profisionalisme kinerja Rumah Sakit. Pasien akan akan banyak mendapat kemudahan, kecepatan, ketepatan dan kenyemanan dalam pelayanan kesehatan. Dengan adanya RME Rumah Sakit dapat melakukan pendokumentasian yang auditabledan accountable. Memudahkan antar unit di Rumah Sakit untuk saling berkoordinasi dan saling terintegrasi. Akurasi ketepatan data yang lebih tinggi, efisiensi dalam penggunaan waktu dan ruangan,dibandingkan rekam medis kertas yang membutuhkan ruangan besar untuk ruang penyimpanannya.
Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan salah satu subsistem penting dalam sistem informasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terintegrasi dengan subsistem informasi lainnya di lingkungan tersebut. Sebagai bagian dari sistem informasi yang terhubung, RME memiliki peran krusial dalam menyimpan dan mengelola data kesehatan pasien secara elektronik. Integrasi RME dengan subsistem informasi lainnya memungkinkan berbagi informasi kesehatan antara unit-unit layanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, seperti poliklinik, laboratorium, apotek, dan ruang rawat inap. Hal ini memungkinkan tim medis untuk mendapatkan akses cepat dan akurat terhadap catatan medis pasien, memfasilitasi diagnosis yang tepat dan pemberian perawatan yang efisien. 
Selain itu, integrasi ini juga membantu mengurangi risiko kesalahan dalam pemberian layanan kesehatan dan memperkuat kerjasama antar profesional kesehatan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi, dan akurasi dalam proses pengelolaan data kesehatan pasien, serta meningkatkan pengalaman pasien dalam mendapatkan layanan kesehatan yang terpadu dan holistik. 
Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik (RME) dilakukan mulai dari saat pasien masuk hingga pasien pulang, dirujuk, atau meninggal dunia. Sistem elektronik untuk RME dapat berbentuk sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri, atau pihak penyelenggara sistem elektronik melalui kerja sama sesuai (Permenkes RI, 2022).
a. Kualitas Pelayanan
Kualitas pelayanan merupakan tingkat kemampuan suatu instansi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kualitas pelayanan dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan yang diberikan mampu memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. Apabila pelayanan yang diterima masyarakat sesuai atau melebihi harapan, maka pelayanan tersebut dinilai berkualitas. Sebaliknya, apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan harapan, maka kualitas pelayanan dianggap kurang baik.
Kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir pelayanan, tetapi juga oleh proses pelayanan yang berlangsung. Dalam pelayanan kesehatan, proses pelayanan mencakup cara petugas melayani pasien, kecepatan dalam menangani keluhan, ketepatan tindakan medis, serta kejelasan informasi yang diberikan kepada pasien. Proses pelayanan yang baik akan memberikan pengalaman positif bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap institusi pelayanan kesehatan. 
Kualitas pelayanan juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem pelayanan yang diterapkan. Petugas yang kompeten, ramah, dan bertanggung jawab akan mendukung terciptanya pelayanan yang berkualitas. Demikian pula, ketersediaan fasilitas yang memadai dan sistem pelayanan yang jelas akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di Puskesmas Desa Pamarangan Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis merupakan regulasi yang disusun sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan, khususnya dalam pengelolaan data dan informasi pasien. Regulasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan arah transformasi digital kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah.
Secara konseptual, Permenkes ini disusun untuk menjawab kebutuhan akan sistem pencatatan medis yang lebih efektif, akurat, dan terintegrasi. Pada sistem konvensional, pengelolaan rekam medis masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan pencatatan, risiko kehilangan dokumen, serta keterbatasan akses informasi. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) sebagai solusi untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).
Dalam regulasi ini, rekam medis diartikan sebagai dokumen yang memuat seluruh informasi mengenai identitas pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan, pengobatan, serta pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Definisi ini menunjukkan bahwa rekam medis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan karena menjadi sumber informasi utama dalam proses pengambilan keputusan medis.
Permenkes No. 24 Tahun 2022 menegaskan bahwa penyelenggaraan rekam medis harus memenuhi standar tertentu. Standar tersebut bertujuan untuk menjamin kualitas data serta keberlangsungan pelayanan kesehatan. Adapun prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan rekam medis meliputi:
a). Kelengkapan dan keakuratan data
Setiap data yang dicatat harus lengkap dan mencerminkan kondisi pasien secara nyata. Kelengkapan data sangat penting karena menjadi dasar dalam penentuan diagnosis dan tindakan medis. Apabila data tidak lengkap, maka berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelayanan.
b). Ketepatan waktu pencatatan
Rekam medis harus dicatat segera setelah pelayanan diberikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga validitas informasi serta menghindari terjadinya kehilangan data atau kesalahan akibat lupa mencatat.
c). Kerahasiaan dan perlindungan data pasien
Rekam medis bersifat rahasia, sehingga hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan. Prinsip ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak privasi pasien serta menjadi bagian dari etika profesi tenaga kesehatan.
d). Keamanan sistem informasi
Dalam konteks rekam medis elektronik, keamanan sistem menjadi aspek yang sangat penting. Sistem harus mampu melindungi data dari ancaman kebocoran, peretasan, maupun penyalahgunaan.
e). Kontinuitas pelayanan kesehatan
Rekam medis harus dapat mendukung kesinambungan pelayanan, artinya data pasien harus dapat digunakan secara berkelanjutan dalam setiap proses pelayanan kesehatan.
Selain prinsip-prinsip tersebut, penerapan Rekam Medis Elektronik juga memiliki tujuan yang lebih luas dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Tujuan tersebut antara lain:
a). meningkatkan efisiensi pelayanan melalui percepatan akses data;
b). meningkatkan kualitas dan akurasi informasi medis;
c). mendukung integrasi sistem pelayanan kesehatan;
d). meningkatkan keamanan dan penyimpanan data;
e). mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Dengan demikian, Permenkes No. 24 Tahun 2022 tidak hanya berfungsi sebagai regulasi teknis, tetapi juga sebagai kebijakan strategis dalam mendorong modernisasi sistem pelayanan kesehatan berbasis teknologi.
5. Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975)
Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) merupakan salah satu model yang menjelaskan bagaimana suatu kebijakan publik dilaksanakan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Secara konseptual, implementasi kebijakan didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.
Van Meter dan Van Horn memandang bahwa implementasi kebijakan bukanlah proses yang sederhana, melainkan proses yang kompleks karena melibatkan berbagai variabel yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kualitas kebijakan, tetapi juga pada kondisi pelaksanaan di lapangan.
Dalam kerangka teorinya, terdapat beberapa variabel utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:
a). Standar dan sasaran kebijakan (policy standards and objectives)
Ini berkaitan dengan kejelasan tujuan kebijakan serta ukuran keberhasilan yang ingin dicapai. Kebijakan yang memiliki tujuan yang jelas akan lebih mudah dipahami oleh pelaksana, sehingga dapat diimplementasikan secara lebih terarah. Dalam konteks penelitian ini, standar kebijakan merujuk pada Permenkes No. 24 Tahun 2022. Kejelasan sasaran menjadi penting karena berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan serta sebagai indikator dalam evaluasi kebijakan.
b). Sumber daya (resources)
Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi, serta anggaran. Dalam implementasi RME, keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya kemampuan tenaga kesehatan atau keterbatasan fasilitas teknologi, dapat menjadi hambatan utama.
c). Komunikasi antar organisasi (inter-organizational communication)
Komunikasi yang efektif diperlukan agar kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pihak yang terlibat. Komunikasi mencakup penyampaian informasi kebijakan, koordinasi antar pelaksana, serta kejelasan instruksi dalam pelaksanaan. Apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka dapat terjadi kesalahan dalam implementasi.
d). Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (environment)
Lingkungan eksternal turut mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor lingkungan mencakup kondisi sosial masyarakat, tingkat penerimaan terhadap kebijakan, serta dukungan dari lingkungan institusional. Dalam konteks pelayanan kesehatan, penerimaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi menjadi salah satu faktor penting.
e).	Karakteristik pelaksana (characteristics of implementing agencies/disposition)
Ini berkaitan dengan sikap, komitmen, dan tingkat pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Pelaksana yang memiliki sikap positif dan memahami tujuan kebijakan akan lebih mudah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Sebaliknya, sikap penolakan atau kurangnya pemahaman dapat menghambat implementasi.
Dengan demikian, teori Van Meter dan Van Horn memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami implementasi kebijakan. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan, sehingga perlu dianalisis secara menyeluruh.
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Van Meter & Van Horn (1975) Implementasi Kebijakan
1. Sasaran dan standar kebijakan (kesesuaian dengan Permenkes No. 24 Tahun 2022)
2. Sumber daya (SDM, Sarana Prasarana, dan jaringan internet)
3. Komunikasi antar pelaksana
4. Lingkungan sosial dan teknis
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Peningkatan pelayanan di puskesmas tanjung kabupaten tabalong dapat dilihat dari aspek:
1. Kecepatan pelayanan
2. Kurangnya kesalahan data pasien
3. Memudahkan akses informasi riwayat pasien
4. Efesiensi proses pelayanan
5. Kepuasan pasien/masyarakat

Sistem Rekam Medis Elektronik (RME) yang bagus dan berkelanjutan ini dapat memberikan atau meningkatkan dalam suatu pelayanan terhadap pasien atau masyarakat di puskesmas Tanjung Kabupaten Tabalong.
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